[ SALINAN ]

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 66 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA

Menimbang

YOGYAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

bahwa pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah
diatur dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan

Penghasilan Pegawai;

bahwa berdasarkan hasil evaluasi, perlu dilakukan
penyesuaian ketentuan mengenai pemberian
Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri
Sipil sehingga Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan
Penghasilan Pegawai sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan

Pegawai;



Mengingat

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan

Penghasilan Pegawai;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 827);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5339);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);



Menetapkan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950
tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor
10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa
Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950
tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan
Pegawai (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2021 Nomor 9) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan
Pegawai (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun 2021 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAL.

Pasal l

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 9) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9
Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai
(Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021
Nomor 34) diubah sebagai berikut:



1. Ketentuan Pasal 28A diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Bagian Delapan

Hukuman Disiplin

Pasal 28A

(1) Bobot pengurangan TPP dikenai bagi PNS yang

menerima hukuman disiplin.

(2) Bobot pengurangan TPP berdasarkan hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan sebagai berikut:

No. Jenis H}lk}lman Persentase Jangka Waktu
Disiplin Pengurangan Pengurangan
1 2 3 4
A |Hukuman Disiplin Ringan
1. teguran lisan 20% 2 bulan
2. teguran tertulis 25% 2 bulan
3. pernyataan tidak
puas secara 30% 3 bulan
tertulis
B [Hukuman Disiplin Sedang
1. penundaan
kenaikan gaji 35% 12 bulan
berkala selama 1
tahun
2. penundaan
kenaikan 40% 12 bulan
pangkat selama 1
tahun
3. penurunan
pangkat setingkat
lebih rendah
45% 12 bulan

selama 1 (satu)

tahun




Hukuman Disiplin Berat

penurunan

pangkat setingkat

lebih rendah 50% 12 bulan

selama 3 (tiga)

tahun

pemindahan

dalam rangka

penurunan 55% 12 bulan

Jabatan setingkat

lebih rendah

pembebasan dari

60%
Jabatan 12 bulan
(3) Bobot pengurangan TPP berdasarkan hukuman
Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan untuk pelanggaran ketentuan jam
kerja PNS.
(4) Pengurangan TPP bagi PNS yang menerima

hukuman  disiplin dilakukan sejak  Surat

Keputusan hukuman disiplin ditetapkan.

2. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

TPP

Pasal 29

tidak diberikan kepada Pegawai di lingkungan

Pemerintah Daerah yang:

a. diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan

dari PNS;

b. PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar;

c. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan

hormat; dan/atau

d. diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam

bebas tugas untuk menjalani masa persiapan

pensiun.



. Ketentuan Pasal 30A diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 30 A

Pegawai yang sedang menjalani hukuman disiplin
sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dikenakan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A

sebagai berikut:

a. persentase pengurangan TPP sebagaimana diatur

dalam kolom 3; dan

b. jangka waktu pengurangan TPP selama sisa masa

hukuman disiplin maksimal sesuai kolom 4.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Juli 2021

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd.

HAMENGKU BUWONO X
Diundangkan di Yogyakarta

pada tanggal 1 Juli 2021
SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 66

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Pit. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.
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